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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pergantian sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat,
maka dibutuhkan perubahan surat keputusan tentang
Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum dan untuk
meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi
Jakarta Pusat dipandang perlu menetapkan Prosedur
Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat
KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka untuk itu
Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta
Pusat menetapkan Prosedur Standar Operasional
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum.
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CATATAN

Peraturan ini berisi tentang Prosedur Standar
Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.
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